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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN ANGGOTA SUARA SAH PARTAI TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN ANGGOTA SUARA SAH PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

PONTIANAK TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

a.

Bahwa untuk melaksanakan pasal 199 ayat (1) hasil pemilu anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabkota terdiri atas perolehan
suara partai politik dan Perolehan suara sah calon anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) perolehan suara sah
partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten
/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut pada huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pontianak.

Undang-Undang RI Nomor: 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara RI Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Lembaga Negara RI tahun 2004
Nomor 53 tambahan lembaran Negara RI omor 4389.
Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 59,
tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4721).

Undang - Undang Nomor 2 Tahun (Lembaran Negara RI tahun 2008
Nomor 2, tambahan Lembaran Negara RT Nomor 4836).

Peraturan Pemerintah Nomor [ tahun 2009 tentang perubahan undang-
undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 41 tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4986).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
/ Kota, sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Nomor
37 tahun 2008.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 6 taln 2008 tentang
struktur organisasi Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretaria KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
peruturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 dan
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008.



Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2008 tentang
tahapan, persiapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 sehagaimana diubah
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008.
Peraturan Komisi Pemilihan Umam Nomor 13 tahun 2008 tentang
teknis tata cara penelitian, verifikasi, penetapan dan pencalonan
perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 tahun 2008 tentang pedoman
penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2008 tentang
pedoman tata teknis tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 34 tahun 2008 tentang surat suara
calon Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 tahun 2008 tentang
teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 sebagaimana diubah
dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2009 da n
peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 tahun 2008 tentang
pedoman teknis tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum tahun
2009.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 tahun 2008 tentang
pedoman berita acara dalam perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU tahun 2008
tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR dalam
Pemilu tahun 2009.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/SK/KPU/tahun
2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
185/SK/KPU/tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi Anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dalam Pemilu tahun 2009 seluruh Indonesia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2009 tentang
perubahan terhadap peraturan KPU nomor 15 tahun 2009 tentang
penetapan teknis dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan
perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon
terpilih  dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Hasil Keputusan Rapat Pelno KPU Kabupaten Pontianak tanggal 20
April 2009.

Hasil keputusan rapat pileno KPU Kabupaten Pontianak tanggal 27
April 2009.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI PARTAI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK DALAM
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD. DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009.

KESATU . Menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten Pontianak untuk daerah pemilihan Pontianak 1 (satu)
yang terlampir dalam Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota.

KEDUA . Menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten Pontianak untuk daerah pemilihan Pontianak 2 (dua)
yang terlampir dalam Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota

KETIGA :  Menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten Pontianak untuk daerah Pontianak 3 (tiga) yang
terlampir dalam Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota.

KEEMPAT . Menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten Pontianak untuk daerah pemilihan Pontianak 4 (empat)
yang terlampir dalam Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota

KELIMA . Penetapan suara sah partai politik peserta pemilu dan perolehan suara sah
Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dilaksanakan dalam rapat
pleno KPU yang dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Panwaslu
Kabupaten Pontianak.

KEENAM . Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 27 April 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.
MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
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SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
KPU KABUPATEN PONTIANAK

PONTIANAK 1



MODEL DB
DPRD KAB/KOTA

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL, PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Pada hari ini Senin tangal Dua Puluh bulan April tahun dua ribu sembilan, KPU Kahupaten
PONTIANAK mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara bertempat di :

KPU KABUPATEN PONTIANAK

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD
KABUPATEN PONTIANAK disaksikan oleh saksi saksi dari Partai Politik, dan diawasi oleh
Panitia Pengwas Pemilu Kahupaten PONTIANAK dan masyarakat rekapitulasi hasil suara untuk
Pemilihan Umum Anggota:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN PONTIANAK
Daerah Pemilihan : Pontianak 1

L.

U

4.

Dalam rapat, rekapitulasi hasil perhitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :

a.
b.

Jumlah pemilih yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih seluruh PPK;
Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah partai politik dan calon anggota DPRD
Kabupaten Pontianak dari seluruh PPK;

Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Surat Suara yang tidak digunakan (termasuk
Surat Suara cadangan) dari seluruh PPK;

Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh
PPK.

Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi di KPU Kabupaten PONTIANAK, ada/tidak ada
*) keberatan/kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh
Ketua KPU Kabupaten PONTIANAK setelah musyawarah dengan anggota KPU
Kabupaten PONTIANAK

Keberatan/kejadian khusus dari Saksi, yaitu :

Terhadap keberatan/kejadian khusus tersebut, keputusan KPU Kabupaten PONTIANAK.
Adalah :



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ......(.....
ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota-anggota KPU Kahupaten PONTIANAK serta saksi dari

partai politik yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri :

1.

LI

Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Partai Polisik peserta Pemilu dan perolehan
suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tingkat KPU Kabupaten Pontianak

(Model DB-1 DPRD Kab/Kota);

Rincian perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak serta suara tidak

.......) rangkap yang masing-masing rangkap

sah Tingkat KPU Kabupaten Pontianak (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota);

Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi
penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pontianak dalam Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota diTingkat Kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Kab/Kota). **)

Masing-masing berita acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi KALIMANTAN BARAT;
2. Saksi-saksi dari Partai Politik yang hadir;

3. Panwaslu Kabupaten PONTIANAK:;

4. Arsip KPU Kabupaten PONTIANAK

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Coret apabila tidak ada kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 MUNIR PUTRA, ST KETUA
2 YUDO SUSENO ANGGOTA
3 ASLINDA, S. Pd.1 ANGGOTA
4 KUSNANDI, SE ANGGOTA
5 H. BASIRUN IBRAHIM ANGGOTA

SEKRETAREAS

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN PONTIANAK




No Nama Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tanda Tangan
1 Hermansyah Partai Hati Nurani Rakyat 1
2 A Fauzi Partai Karya Peduli Bangsa 2
3 Nasrun Umar Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 3
4 Manil Firdaus Partai Peduli Rakyat Nasional 4
5 Yohanes Anis Partai Gerakan Indonesia Raya 5
6 - Partai Barisan Nasional 6
7 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7
8 Adri Partai Keadilan Sejahtera 8
9 Ridhuan Ismail Partai Amanat Nasional 9
10 Suhardi Usman Partai Perjuangan Indonesia Baru 10
11 Pardianto Satria, SH Partai Kedaulatan 11
12 - Partai Kesatuan Daerah 12
13 | Zulpahmi Ansori, A. Md Partai Kebangkitan Bangsa 13
14 Toni Partai Pemuda Indonesia 14
15 - Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 15
16 Hendry Ardiansyah Partai Demokrasi Pembaharuan 16
17 Muslimin Partai Karya Perjuangan 17
18 - Partai Matahari Bangsa 18
19 - Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 19
20 - Partai Demokrasi Kebangsaan 20
21 Fery Bella Partai Republik Nusantara 21
22 - Partai Pelopor 22
23 Herman, AP, SE Partai Golongan Karya 23
24 Endang Puspahadi Partai Persatuan Pembangunan 24
25 Syamsudin Partai Damai Sejahtera 25
26 i Partai Nasional Bantgng Kerakyatan 26
Indonesia
27 - Partai Bulan Bintang 27
28 M. Faisal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 28
29 | Drs. Mahran, H. Raflan Partai Bintang Reformasi 29
30 - Partai Patriot 30
31 Hendri Partai Demokrat 31
32 - Partai Kasih Demokrasi Indonesia 32
33 Jongbi Jayadi Partai Indonesia Sejahtera 33
34 Sarmadi, S. Ag Partai Kebangkitan Nasinal Ulama 34
41 Sy. M. Faisal Partai Merdeka 35
42 Supardi A. Wahab Partai Persatuan Nahdatul Ummah 36
43 Arifin M. Hak Partai Serikat Indonesia 37
44 - Partai Buruh 38




MODEL DB 2 DPRD
KAB/KOTA

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG
BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI KPU
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara di :
KPU Kabupaten/Kota :

Dicatat dengan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

g ettt s 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN Kab/Kota ..ccvveeeeee e

KETUA,



MODEL DB-1 DPRD

KABUPATEN/KOTA
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KPU KABUPATEN PONTIANAK
(Diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD KAB/KOTA)

KABUPATEN/KOTA *) : PONTIANAK

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

DAERAH PEMILIHAN : PONTIANAK 1

JUMLAH

NO. URAIAN KEC. SIANTAN | KEC. SEGEDONG AKHIR

1) 2) @ ) 151 [ (6) | (7 | (8) | 9]

[ an

(18)

A. |DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

LK 14.485 8.504 22,989
1 .(JIL;Tiz:.:; Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap PR 14.639 8.276 22,865
JML 29.124 16.730 415.854
LK 9.893 5.713 15.606
. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang s
menggunakan Hak Pilih IR L0220 2081 15807
JML 20.113 11.294 31.407
; LK 4.592 2,791 7.383
D, ili E " ye i
Jumlah pemilih tcrrl'.d.'lar dalam DPT yang tidak PR 2.419 2.645 7064
menggunakan hak pilih
JML 9.011 5.436 14.447
LK 58 56 113
Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih =
2 |rambahan (2a+2b) ER 97 22 29
JML 95 78 172
a.  Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih LK 57 56 L)
Tambahan yang menggunakan hak pilih dari PR 37 22 59
A5 e JML 94 78 172
b, Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih LK 0 0 0
Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih PR 0 (] 0
dari TPS lain JUML 0 0 0
LK 14,543 8.560 23.103
Jumlah seluruh Pemilik Terdaftar dalam Pemilih Tetap
z 2 22
3 dan Daftar Pemilih Tambahan (1+2) ER L4:676 8,248 22929
JML 29.219 16.808 46.027
B. |DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a+1b+1c) 46.691
. a. Jumlah Surat Suara DPT 45.854
b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT) 504 333 837
¢. Jumlah Surat Suara Tambahan 0 0 0
Jumlah Surat Suara yang digunakan ( Suara sah + e
2 Tidak sah) 31.579
Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan untuk
mengganti surat suara yang dikembalikan oleh 120 97 217
5 |pemilih karena (a+b)
a. Rusak 59 51 110
b. Salah/keliru memberikan penandaan 61 a6 107
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NAMA CALON, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD

KAB/KOTA

JUMLAH PINDAHAN

KECAMATAN

SIANTAN

BEGEDONG

JUMLAH AKHIR

(1)

(2)

)

4)

(5)

(6

{7)

(8

(5

(10)

A 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 37 17 54
B. 1_|SUKRUN 218 5 223
2 |M. ALI 19 45 64
3 [SAEMAN 95 7 102
4 |SRI FEBRINA 8 6 14
5
6
7
8
9
10
11
JUMLAH PEROLEHAN SBUARA (A+B) 377 80 457
A 6 PARTAI BARISAN NASIONAL 29 4 33
B. 1 [SAMUDI 362 6 368
2 |YANI SUTIONO, SE a 3 =
3 |DAMAYANTI, S. Hut 3 3 [
4 |ANDRIADI 1 - 1
5 |JULATRIANI 16 - 16
6__|MELSA ARISANDI, SH 13 4 17
7 |MANSYUR TANGGO 13 - 13
8 |SYAHBANDI 6 12 18
9 |AGUS 1 5 6
10
11
B. (JUMLAH PEROLEHAN SBUARA (A+B) 448 37 485

KOMISI PEMILIHAN UMUM 1 2 3 4 5
SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5
6 (4 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 29 25 26
27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44




NAMA CALON, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD

KECAMATAN

ey JUMLAH PINDAHAN JUMLAH AKHIR
SIANTAN SEGEDONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6] 7) (8) (%) (10)
A | 7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 2 11
B. | 1 |[NEVIE SANTANA 19 5 53
2 |MARGARETA LITA MARTHA LENTI 1 1 )
3 |SAPARIAH 1 1 >
1
5
6
7
8
9
10
11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) 30 9 39
A | 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 45 19 64
B. | 1 |ABDUL HARIS 233 9 242
2 |MUKMIN YAKUB 7 76 83
3_|LIYA, A. Md 3 1 1a
4_|ABDUL MUNIB, S. Pd.l 10 1a 24
5 |THOMY SASTRA, A. SH 6 2 8
6 _|NURIDA 3 1 a
7
8
9
10
11
B. |JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) 317 122 439
KOMISI PEMILIHAN UMUM 1 2 2 49 5
SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 ao 31 a2 33
34 35 36 a7 as 39 40
41 a2 43 a4
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